
1 
 

 

 

 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO 

 

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 24 TAHUN 2012 

TENTANG 

SISTEM DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 ayat (1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011 menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan 

peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi 

pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar 

akuntansi pemerintahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, dan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 

48 Tahun 2007 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi 

Pemerintahan Daerah dinilai sudah tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan saat ini, maka perlu menetapkan 

kembali Sistem dan Kebijakan Akuntansi yang dituangkan 

dalam Peraturan Walikota. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara  Rapublik Indonesia Nomor 

4502); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22). 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN KEBIJAKAN 

AKUNTANSI  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Probolinggo; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo; 

3. Walikota adalah Walikota Probolinggo; 

4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republlik 

Indonesia Tahun 1945; 

5. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, 

pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterprestasian atas 

hasilnya, serta penyajian laporan keuangan; 

6. Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-

prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar 

Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan 

merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 

penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan 

atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan 

Standar Akuntansi Pemerintahan; 

7. Standar Akuntansi Pemerintahan,  yang selanjutnya disingkat SAP adalah 

prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan pemerintah; 
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8. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau 

lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungja waban berupa 

laporan keuangan; 

9. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna 

barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan 

menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan; 

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ 

pengguna barang; 

11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat 

SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 

anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan 

keuangan daerah; 

12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD 

adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya 

disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah; 

13. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD 

yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah; 

14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang 

daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh 

penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 

daerah; 

15. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD  adalah 

SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang 

dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 

penyediaan dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari 

keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip 

efisiensi dan produktivitas. 

 

BAB II 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

Pasal 2 

Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, 

konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipillih oleh 

Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 

  

Pasal 3 

Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah dibangun atas dasar Kerangka 

Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada 

Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan. 
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Pasal 4 

Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah mengatur : 

a. penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum; 

b. dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran; 

c. dasar-dasar penyajian Neraca; 

d. dasar-dasar penyajian Laporan Arus Kas; 

e. dasar-dasar penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan 

Atas Laporan Keuangan; 

f. dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi aset, 

kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembia yaan serta 

penyajiannya dalam laporan keuangan; 

g. perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan 

akuntansi, dan peristiwa luar biasa; dan 

h. penyusunan laporan keuangan konsolidasian. 

 

Pasal 5 

Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

dijabarkan dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Walikota ini.  Lampiran dimaksud terdiri dari : 

1. Lampiran I Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi 

2. Lampiran II Kebijakan Akuntansi Nomor 01 - Penyajian Laporan Keuangan 

3. Lampiran III Kebijakan Akuntansi Nomor 02 - Laporan Realisasi Anggaran 

4. Lampiran IV Kebijakan Akuntansi Nomor 03 - Neraca 

5. Lampiran V Kebijakan Akuntansi Nomor 04 - Laporan Arus Kas 

6. Lampiran VI Kebijakan Akuntansi Nomor 05 - Catatan atas Laporan Keuangan 

7. Lampiran VII Kebijakan Akuntansi Nomor 06 - Akuntansi Pendapatan 

8. Lampiran VIII Kebijakan Akuntansi Nomor 07 - Akuntansi Belanja 

9. Lampiran IX Kebijakan Akuntansi Nomor 08 - Akuntansi Pembiayaan 

10. Lampiran X Kebijakan Akuntansi Nomor 09 - Akuntansi Aset 

11. Lampiran XI Kebijakan Akuntansi Nomor 10 - Akuntansi Kewajiban 

12. Lampiran XII Kebijakan Akuntansi Nomor 11 - Ekuitas Dana 

13. Lampiran XIII Kebijakan Akuntansi Nomor 12 - Koreksi Kesalahan, Perubahan 

Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa 

Luar Biasa 

14. Lampiran XIV Kebijakan Akuntansi Nomor 13 - Laporan Keuangan Konsolidasi 

 

BAB III 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 6 

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota 

Probolinggo Nomor 48 Tahun 2007 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi 

Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai 

teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

 

Pasal 8 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

 

Ditetapkan di  Probolinggo 

pada tanggal   19  Oktober   2012 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

H. M. BUCHORI 

 

Diundangkan di  Probolinggo 

pada tanggal    19   Oktober     2012 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19570425 198410 1 001 
 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2012 NOMOR 24 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
AGUS HARTADI 

Pembina Tk. I 

NIP. 195660817 199203 1 016 
 

 
 
 

 
 

 
 


